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ABSTRAK

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab hukum dalam melakukan pembinaan
dan pengawasan guna menjamin mutu pelayanan rumah sakit, termasuk melalui penerapan
Aplikasi Indikator Nasional Mutu (INM). Penelitian ini membahas tanggung jawab
pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam
meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui penerapan Aplikasi Indikator Nasional
Mutu (INM).

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis sosiologis dengan analisis
kualitatif, dengan memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024,
serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu,
dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan laporan capaian indikator mutu
rumabh sakit di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah dalam penerapan Aplikasi Indikator Nasional Mutu (INM) telah memiliki
dasar hukum yang kuat, dan pelaksanaan dilakukan melalui mekanisme pembinaan dan
pengawasan terhadap RSUD /'Undata dan RSUD. Madani.Hasil dari pembinaan:dan
pengawasan bahwa penerapan INM belum mencapai standar yang di tetapkan. Hal ini. di
pengaruhi oleh belum tersedianya regulasi tingkat daerah, keterbatsan SDM dan sarana
prasarana.Di'samping itu budaya hukum di lingkungan managemen RS belum terbangun
dengan baik sehingga kepatuhan terhadap ketentuan INM-belum mencapai standar (/dari
13 indikator baru 25-30 % yang terpenuhi). Namun demikian tindak lanjut penerapan
sangsi belum dapat’ dilakukan. Oleh karena itu yang baru dapat dilakukan dalam bentuk
pembinaan berupa’ edukasi. Sehingga direkomendasikan untuk di bentuk Tim Mutu
Provinsi dan pembentukan Pergub dan penyesuaianPerda No 1 tahun 2024 dengan PP no
28 Tahun 2024 tentang pelasanaan dari UU no 17-tahun 2023

Kata kunci: Tanggung Jawab, Pengawasan, Mutu Pelayanan, Indikator-Nasional Mutu
,Rumah Sakit.
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ABSTRACT

Regional governments have a legal responsibility to provide guidance and
supervision to ensure the quality of hospital services, including through the
implementation of the National Quality Indicators (NIQI) Application. This study
examines the responsibility of guidance and supervision of the Central Sulawesi
Provincial Government in improving the quality of hospital services through the
implementation of the National Quality Indicators (INM) Application.

This study uses a sociological legal method with qualitative analysis,
combining a review of laws and regulations, specifically Law Number 23 of 2014
concerning Regional Government, Law Number 17 of 2023 concerning Health,
Government Regulation_Number 28 of 2024, and Minister of Health Regulation
Number: 30 of 2022 concerning National-Quality Indicators, with empirical data
obtained through interviews and reports.on hospital quality indicator achievements
in Central Sulawesi Province.

The results indicate that the responsibility.of the Central Sulawesi Provincial
Government in implementing ‘the National Quality Indicators (INM) Application
has a strong legal basis, and implementation is carried out through.a guidance.and
supervision imechanism for Undata Regional General Hospital and Madani
Regional General Hospital. The results of the guidance and supervision indicate
that the implementation-of INM has not yet met the established standards. This is
influenced by the lack of regional regulations, limited human resources, and limited
infrastructure. In/ addition, the legal culture in The'\ hospital management
environment has'not been well developed, vesulting in compliance with the National
Inspection Standards (INM).requirements-(only 25-30% of 13 indicators have been
met). However, follow-up sanctions have not yet been implemented. Therefore, the
only way forward-is through education and coaching. Therefore, itisrecommended
to establish a Provincial Quality-Team, establish-a Gubernatorial Regulation, and
align Regional Regulation No: 1 of 2024 with Government Regulation No. 28 of
2024 concerning the Implementation.of Law No. 17 of 2023.
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